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ABSTRAK 

 
 Dalam penggunaan akad terhadap perjanjian yang akan dilakukan tentu akan 

mempengaruhi proses berjalannya suatu kesepakatan, dan jika timbul sengketa maka sudah 

seharusnya hakim sudah menjadikan hal tersebut sebagai salah satu pertimbangannya. 
Sebagaimana dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Agama Lamongan dengan Nomor Perkara  

0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg, dalam hal ini diterangkan bahwasanya telah melakukan tindakan 

wanprestasi dan terjadi hubungan keperdataan/perjanjian pembiayaan murabahah dengan prinsip 

syariah antara para Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur. Seiring dengan 

berjalannya waktu ternyata tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Meskipun sudah 

mengirimkan beberapa kali surat (Teguran atau Somasi) kepada tergugat nampaknya tidak ada 

iktikad baik sama sekali. Berkaitan dengan hal tersebut penulis meneliti putusan perkara 

sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama Lamongan. Tujuan dari 

Penelitian ini untuk mengetahui isi dan pertimbangan hukum pada putusan nomor 

0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

library research (penelitian kepustakaan) analisis pada putusan. Berdasarkan hasil 

pengamatan, selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori murabahah, pertimbangan 

hukum dan wanprestasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu library research 

(penelitian kepustakaan), wawancara, dokumentasi. Sumber data yang diambil yaitu data 

primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis 

interpretasi. 

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya dari pihak Tergugat telah 

terbukti melakukan wanprestasi dan pertimbangan hukum hakim atas sengketa wanprestasi 

sudah sesuai dengan metode pertimbangan hakim yaitu metode interpretasi dalam bentuk metode 

interpretasi ekstensif dan metode interpretasi autentik yang berpatokan pada PERMA, KHES, HIR, 

KUHPerdat pada putusan nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg. 

 

Kata Kunci : Murabahah, Pertimbangan Hukum, Wanprestasi. 
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ABSTRACT 

 
In using the contract for the agreement to be carried out, it will certainly affect the 

process of running an agreement, and if a dispute arises, the judge should have made this 

one of his considerations. As in the case decided by the Lamongan Religious Court with 

Case Number 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg, in this case it is explained that an act of default 

has occurred and there is a civil relationship / murabaha financing agreement with sharia 

principles between the Plaintiff as a creditor and the Defendant as a debtor. Over time it 

turned out that the defendant was negligent in carrying out his obligations. Despite having 

sent several letters (Reprimand or Somasi) to the defendant, it seems that there is no good 

faith at all. In this regard, the author examines the decision of the sharia economic dispute 

case at the Lamongan Religious Court. The purpose of this study is to determine the 

contents and legal considerations in decision number 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg. 

This research is a qualitative study using a library research approach (library 

research) analyzing the decision. Based on the results of observations, it will then be 

analyzed using the theory of murabahah, legal considerations and default. The data 

collection techniques used are library research, interviews, documentation. The data 

sources taken are primary data and secondary data. The analysis method used is the 

interpretation analysis method. 

The results of this study conclude that the defendant has been proven to have made 

a default and the judge's legal consideration of the default dispute is in accordance with the 

judge's consideration method, namely the interpretation method in the form of the extensive 

interpretation method and the authentic interpretation method based on PERMA, KHES, 

HIR, KUHPerdat in decision number 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg. 
 

Keywords : Murabahah, Legal Considerations, Default. 
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	c. Masa Penjajahan Jepang
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	d. Masa Kemerdekaan Republik Indonesia
	Melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1946 urusan Mahkamah Islam Tinggi dan Pengadilan Agama yang semula di bawah Departemen Kehakiman diserahkan kepada Departemen Agama, kemudian lebih jauh lagi dengan adanya Maklumat Menteri Agama yan...
	1) Kekuasaan jawatan agama daerah menjadi wewenang Departemen Agama;
	2) Hak untuk mengangkat Penghulu Pengadilan Negeri, Penghulu dan Anggota Pengadilan yang dulu ditangan Residen diserahkan kepada Departemen Agama;
	3) Hak untuk mengangkat Penghulu Masjid diserahkan kepada Departemen Agama.
	Pada tahun 1952 Biro Peradilan Agama dibentuk menjadi Dirbinbapera Islam dengan tujuan agara Peradilan Agama Islam di luar Jawa, Madura dan Kalimantan segera dibentuk. Kemudian disusul pada tahun 1957 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1957 te...
	Peraturan Pemerintah tersebut merupakan landasan hukum bagi pembentukan Peradilan Agama di Indonesia yang secara yuridis berlaku sejak tanggal 5 Oktober 1957. Sebagai landasan yuridis formal dan materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 memberi andil...
	e. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
	Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan wewenang Pengadilan Agama di bidang Perkawinan, maka keberadaan Pengadilan Agama semakin kuat, akan tetapi menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Agustus 19...
	Dalam memutus perkara bagi Hakim Pengadilan Agama hanya sekedar memberi jasa-jasa sebagai seorang tenaga tata usaha negara dan lebih jauhnya lagi setiap putusan Pengadilan Agama tidak dapat dijalankan sendiri harus mendapat pengukuhan dari Pengadilan ...
	Pada pokoknya secara khusus tentang Pengadilan Agama sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 antara lain:
	1) Hakim masih diangkat oleh Menteri Agama.
	2) Putusan Pengadilan Agama harus dikukuhkan;
	3) Produk perceraian yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach) harus ditukarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan.
	4) Pengadilan Agama belum mempunyai lembaga Kejurusitaan.
	f. Masa Berlakunya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989.
	Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara teknis peradilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan secara teknik pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Agama dil...
	g. Pengadilan Agama Lamongan berdiri kurang lebih pada tahun 1882 M. Asumsi ini didasarkan atas:
	1) Lamongan sebagai wilayah administratif, sudah ada semenjak tahun berdirinya yaitu hari Kamis Pahing tanggal 26 Mei 1569 M.
	2) Berdirinya Pengadilan Agama Jawa Madura adalah tahun 1882 M.
	Dua hal tersebut kiranya dapat dijadikan suatu sandaran atas berdirinya Pengadilan Agama Lamongan, dengan pertimbangan bahwa:
	1) Sebagai wilayah administratif, sudah ada terlebih dahulu jauh sebelum berdirinya Pengadilan Agama Jawa Madura.
	2) Tahun 1882, sebagai tonggak berdirinya Pengadilan Agama Jawa Madura, secara implisit adalah Lamongan, mengingat Lamongan adalah gugusan kota di pulau Jawa.
	Pengadilan Agama Lamongan adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Lamongan terletak di Jl. Panglima Sudirman No.738 B Lamongan yang mempunyai yurisdiksi 474 Keluraha...
	Sejak berdirinya Pengadilan Agama Lamongan belum memiliki kantor yang permanen dan baru pada tahun anggaran 1979/1980 dengan dana proyek APBN dibangunlah balai sidang Pengadilan Agama Lamongan terletak di Jl. Veteran Lamongan seluas 150m2 dan pada tah...
	Pada tahun 1996/1997 mendapatkan ijin sewa tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan seluas 525m2. Di atas tanah tersebut telah dibangun 2 buah bangunan yakni, Balai Sidang dengan ukuran 8 x 5 m = 40 m2 dan ruang Hakim 12 x 5 m = 60 m2 dana ters...
	Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Lamongan mendapat Dana dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, Pengadaan Tanah seluas 2500 m2 yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dengan Sertifikat Hak pakai No. 11 dan 12. Ke...
	Tabel 4.1
	Periode Ketua Pengadilan Agama Lamongan
	3. Visi dan Misi
	a. Visi
	“Terwujudnya Pengadilan Agama Lamongan yang Agung”
	b. Misi
	1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Lamongan;
	2) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
	3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Lamongan.
	4) Meningkatkan Kredibelitas dan Transparansi Pengadilan Agama Lamongan.
	B. Deskripsi Putusan Sengketa Wanprestasi Perjanjian Murabahah pada Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg
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	Dalam perkara tersebut, penggugat mengajukan perkara gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Lamongan dengan perkara nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg tanggal...
	Berdasarkan perjanjian terdapat suatu hubungan hutang piutang yang mana Penggugat memberikan fasilitas Kredit/hutang yang didokumentasikan dalam Surat Perjanjian (Akad) Murabahah Nomor 032616502449. Bahwa menurut perjanjian, A Nurwahid bertindak sebag...
	Sesuai perjanjian yang disepakati menyatakan bahwa Tergugat lalai dan berhenti membayar angsuran pada bulan Januari 2020 dan pada bulan Mei 2020 beralasan terkena dampak Covid 19, akhirnya para Tergugat mengajukan permohonan program restrukturisasi be...
	Tunggakan yang harus dibayar   : Rp. 21.511.600
	Sisa Pokok     : Rp. 90.446.486
	Sanksi yang harus Dibayar   : Rp. 19.606.992
	Margin harian     : Rp. 565.610
	Berhubungan dengan kewajiban yang tidak sesuai dengan perjanjian tersebut yang mengakibatkan tertunggaknya pembayaran, maka Penggugat mengalami kerugian dan beberapa kali telah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat yang mana Surat Peringatan I ...
	Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Dalam gugatan sederhana dari Penggugat, para Tergugat memberikan jawaban s...
	2. Upaya Mediasi
	Dalam perkara ini, Hakim tidak menempuh prosedur mediasi ketentuan ini sesuai dengan Pasal 4 angka (2) huruf a.8 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memberikan pengecualian dari kewajiban mediasi terhadap sengketa yan...
	Untuk proses gugatan dilanjutkan dalam persidangan.
	3. Pertimbangan Hakim
	Dalam putusan nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg Hakim Pengadilan Agama Lamongan menggunakan beberapa pertimbangan sebagaimana berikut:
	a. Syarat Gugatan :
	1) Adanya surat kuasa secara formil, bahwa dari salah satu pihak yaitu Penggugat telah menunjuk kuasa hukum, dengan surat kuasa nomor 0074 tertanggal 25 Januari 2021. Kuasa hukum telah hadir dalam menjalani persidangan.
	2) Masing-masing pihak telah hadir dalam persidangan, bahwa hakim telah memeriksa identitas dan kesesuaian para pihak yang berperkara dan dinyatakan sesuai.
	3) Dalam perkara ini, hakim membenarkan dalil gugatan Penggugat , karena Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya dan gugatan Penggugat adalah gugatan sederhana. Maka perkara ini diselesaikan dengan gugatan acara sederhana.
	4) Menurut Pasal 4 angka (2) huruf a.8 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memberikan pengecualian dari kewajiban mediasi terhadap sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana, dan juga Pasal 15 angk...
	5) Adanya pengakuan keterlambatan membayar angsuran, adanya pengingkaran dan bantahan. Tetapi ada hal yang tidak dibantah karena merupakan akta otentik yang berupa akad perjanjian murabahah, akta jaminan fidusia dan sertifikat fidusia,  akta dibawa ta...
	6) Dalam bantahannya, salah satu pihak mengajukan surat pernyataan berupa akta dibawa tangan, tetapi bantahannya dianggap tidak cukup bukti.
	7) Menurut Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa pihak dianggap melakukan ingkar janji/wanprestasi, apabila:
	a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
	b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
	c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau
	d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
	8) Terjadi Wanprestasi. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUHPerdata kategori wanprestasi yaitu lewatnya waktu dan pernyataan adanya kelalaian.
	9) Tidak ada komitmen kuat dari Tergugat terkait bukti dan dan adanya bantahan tidak beriktikad baik.
	10) Perkara ini dinyatakan telah terbukti melakukan ingkar janji (wanprestasi).
	11) Dalam Agama Islam, Suatu akad atau perjanjian yang telah disepakati maka akad atau perjanjian tersebut harus dilaksanakan. Dari fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, maka Al-Qur’an sudah menjelaskan dalam QS. Al-Maidah [5]: 1
	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ
	Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad
	(perjanjian)”.
	b. Pokok Perkara :
	1) Telah terjadi Akad sesuai prinsip syariah yaitu akad pembiayaan Murabahah nomor 032616502449 tertanggal 31-12-2016.
	2) Obyek pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk TOYOTA YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO, dengan No Rangka: MHFK29F32G2003378, No Mesin: 2NRX100409, dengan No Polisi: S 1886 JB dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.267.983.000,- (dua ratu...
	3) Adanya Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban yakni berhentinya pembayaran cicilan angsuran pada bulan Januari 2020. Namun, pada bulan Mei 2020 para Tergugat mengajukan permohonan restrukturisasi berupa perpanjangan jangka waktu dan penundaan sebag...
	4) Adanya jaminan dalam melakukan akad yaitu Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia.
	5) Adanya penyelesaian internal sebelum berakhirnya masa akad yakni diberikan surat peringatan (somasi) sebanyak 2 kali, namun Tergugat tidak menghiraukan teguran dari Penggugat dan tetap tidak mengindahkan kewajibannya. Akhirnya setelah jatuh tempo, ...
	4. Amar Putusan
	Berdasarkan segala uraian di atas, maka dengan putusan pengadilan ini diputus dengan amar sebagai berikut :
	a. Mengabulkan gugatan sederhana Penggugat.
	b. Menyatakan secara hukum bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa kewajiban yang harus dipenuhi sejumlah Rp.132.130.688 (seratus tiga puluh dua juta seratus tiga p...
	c. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk TOYOTA YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO,dengan No Rangka: MHFK29F32G2003378, No Mesin: 2NRX100409, dan No Polisi : S 1886 JB. berdasarkan Sertifikat Ja...
	d. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
	C. Analisis Pertimbangan Hukum Sengketa Wanprestasi Perjanjian Murabahah (Kajian Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg)
	1. Analisis Pertimbangan Hukum Sengketa Wanprestasi Perjanjian Murabahah pada Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg
	Pada pembahasan ini, penulis akan mengkaji tentang analisis pertimbangan hukum sengketa wanprestasi perjanjian murabahah yang terdapat pada putusan nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan wawancara.
	Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yan...
	Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Hakim akhirnya akan menemukan kesalaha...
	Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang independen untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 T...
	Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau su...
	Sebelum perkara ini diputus, Hakim pertama-tama memeriksa keabsahan perjanjian itu sendiri selama pemeriksaan persidangan sebelum menyatakan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi. Sumber utama hukum dalam perkara ekonomi syariah adalah perjanjian....
	Berdasarkan pertimbangan hukum yang didapatkan dari putusan nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg di Pengadilan Agama Lamongan tentang Sengketa Wanprestasi Perjanjian Murabahah, hakim menggunakan metode pertimbangan hakim menggunakan metode interpretasi dikar...
	Adapun dalam putusan nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, pasal-pasal dalam PERMA yang digunakan Hakim sebagai pertimbangan hukum mengenai PERMA Nomor 14 Tahu...
	Hakim dalam mengadili suatu perkara yang terpenting adalah berdasarkan fakta dan bukti. Fakta dan pembuktian didapatkan dari pernyataan Penggugat dan Tergugat dipersidangan. Dalam putusan nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg Hakim menggunakan Undang-Undang H...
	Hakim dalam memutus perkara ini mempertimbangkan menggunakan keterangan alat bukti beupa:
	a. P.1 merupakan bukti Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Nomor Kontrak:032616502449, yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 2016, bermeterai cukup.
	b. P.2 merupakan bukti Akad Murabahah Nomor 0326/Addendum/05/2020/000219 yang dikeluarkan tanggal 28 Mei 2020 oleh PT.Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, bermaterai cukup.
	c. P.3 merupakan bukti Akta Jaminan Fidusia Nomor 134 yang dikeluarkan tanggal 10 Februari 2017, yang dibuat oleh notaris DELLA KUSUMA CANDRA,SH.MH.MKn, bermeterai cukup.
	d. P.4 merupakan bukti Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00169694.AH.05.01TAHUN 2017 yang dikeluarkan tanggal 22 Februari 2017 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur, bermeterai cukup.
	e. P.5 merupakan bukti Memo Draft Pre Termination dan Riwayat Pembayaran yang dikeluarkan tanggal 14 November 2020, bermeterai cukup.
	f. P.6 merupakan bukti Surat Kendaraan Bermotor jenis Mobil Yaris atas nama SITI HALIMAH, Nopol S 1886 JB. Tahun 2016, bermeterai cukup.
	g. P.7 merupakan bukti Surat Teguran (Somasi) ke 1 Nomor 032620512315/GSK/9/2020 pada tanggal 09 September 2020, dan Surat Teguran (Somasi) ke 2 Nomor 032620512315/GSK/9/2020 pada tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Penggugat, bermeterai c...
	Bukti Perjanjian tersebut merupakan Akta Otentik, pembuktian tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ketentuan ini berdasarkan dalam Pasal 165 HIR, Akta Otentik (Akta Resmi) adalah Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wew...
	Terdapat pembuktian lain dari Tergugat berupa surat pernyataan yang merupakan akta dibawah tangan, Akta dibawah tangan (Onderhands) merupakan akta yang dibuat tanpa bantuan pejabat. Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. A...
	Dalam sengketa ekonomi syariah pasti terdapat suatu akad perjanjian, dimana pada perkara ini terdapat suatu akad yaitu akad perjanjian murabahah. Akad merupakan perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi tert...
	Penggugat meminta kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi, dalam KHES Pasal 38 telah disebutkan bahwa sanksi para pihak yang telah wanprestasi yaitu “membayar ganti rugi,  pembatalan akad, peralihan resiko, denda, atau membayar biaya perkara”. ...
	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah suatu perangkat yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 yang fungsinya bagi Hakim di lingkungan Pengadilan Agama untuk mem...
	a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
	b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
	c. Melakukan apa yang dijajikannya, tetapi terlambat, atau
	d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
	Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa “pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dala...
	Tuntutan Penggugat agar pengadilan menyatakan demi hukum para Tergugat melakukan wanprestasi atas perjanjian yang disepakati dengan Penggugat. Hakim menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk menyatakan bahwa para Tergugat telah ...
	2. Analisis  Putusan Sengketa Wanprestasi Perjanjian Murabahah pada Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg
	Dasar dari sebuah ekonomi adalah kegiatan yang tidak terlepas dari harta dan benda. Dikatakan kegiatan ekonomi apabila ada transaksi ekonomi antara satu pihak dengan pihak yang lain, yang terkadang transaksi tersebut menimbulkan sebuah sengketa.
	Sengkata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan . Oleh karena itu, kata lain dari sengkrta adalah konflik, secara bahasa kedua kata tersebut mengandung arti suat...
	Pada perkara Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg. Sebagaimana yang terdapat dalam tuntutan Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2021. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memberikan putusan yang pada pokok i...
	Penggugat menggugat para Tergugat ke pengadilan guna memeriksa, memutus perkara yang menghukum para Tergugat secara normatif melakukan wanprestasi dengan mengajukan bukti-bukti, Pengugat mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6 dan bukti P.7 berupa Su...
	Pembuktian berupa alat bukti dan pengakuan dari Penggugat maupun Tergugat merupakan dasar putusan hakim dalam membuat putusan ini dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht), dikarenakan dalam Pasal 22 Ayat 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tat...
	Disamping itu, perbuatan melawan hukum tidak serta merta dapat terjadi ataupun dituduhkan kepada seseorang. Akan tetapi, perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud mesti memenuhi unsur-unsur berupa ada perbuatan, ada kesalahan, ada kerugian, dan seb...
	“Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cuk...
	Dalam perkara ini para Tergugat telah melanggar terhadap perjanjian yang terkumpul dalam Pasal 8 pada saat perjanjian yang disepakati, bunyi Pasal tersebut, yaitu:
	a. Adanya perjanjian atau kesepakatan anatara Penggugat (Kreditur) dan para Tergugat (Debitur).
	b. Perjanjian tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, kewajiban-kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh puhak-pihak secara jelas.
	c. Adanya batas waktu yang telah disepakati.
	d. Ada pihak yang telah melanggar atau tidak melakukan kewajibannya/prestasi yang telah disepakati.
	Menurut penulis, jika dilihat dari prosedur dalam menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi mesti melalui dua tahapan, pertama sommatie, yaitu peringatan tertulis yang diberikan oleh kreditur kepada debitur secara resmi melalui pengadilan, soma...
	“Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditent...
	Kedua Ingebreke Stelling, yaitu peringatan kreditur kepada debitur secara tersendiri dan tidak melalui pengadilan. Dalam hal ini Penggugat sudah pernah mengeluarkan somasi tetapi dari Tergugat tidak merespon dengan baik.
	Putusan perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Lamongan, Penggugat menang atas gugatanya. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan setelah membaca, meneliti dan mempelajari, menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan tindakan...
	Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1975 butir 1-c yang menentukan bahwa agar dalam surat permohonan sita jaminan dan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan sita jaminan tersebut harus disebutkan alasan-alasan apa yang menyebabkan ...
	a. Sita jaminan atas barang bergerak milik debitur (pasal 1131 jo. 1132 KUH Perdata)
	b. Sita jaminan atas barang tetap milik debitur (pasal 261, 208, 214 RBG)
	c. Sita jaminan atas barang bergerak milik debitur yang ada ditangan pihak ketiga (pasal 728 Rv, 211 Rbg)
	BAB V
	PENUTUP
	A. Kesimpulan
	Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
	1. Bahwa perkara Pengadilan Agama Lamongan pada putusan wanprestasi Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg dinyatakan telah melakukan ingkar janji yang berkekuatan hukum tetap (incraht) dan hakim menyatakan sebagai perbuatan wanprestasi.
	2. Bahwa pertimbangan hukum hakim atas sengketa wanprestasi sudah sesuai dengan metode pertimbangan hakim yaitu metode interpretasi dalam bentuk metode interpretasi ekstensif dan metode interpretasi autentik yang berpatokan pada:
	a. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
	b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
	c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
	d. Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
	e. Salinan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg.
	B. Saran
	Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut:
	1. Bagi pihak Penggugat dalam melakukan suatu perjanjian dengan nasabahnya untuk lebih berhati-hati. Hal ini untuk menghindari adanya kerugian yang akan diderita pihak Penggugat ketika terjadi kasus wanprestasi.
	2. Bagi para praktisi hukum yang mengadili dan memutus perkara sengketa ekonomi harus lebih teliti agar putusan yang dikeluarkan dapat memberikan suatu keadilan bagi para pihak dan juga dapat dijadikan panutan terhadap perkara serupa yang timbul di ke...
	3. Bagi Tergugat khususnya yang sedang terikat akad atau perjanjian, hendaknya bertanggung jawab atas perjanjian yang telah dibuatnya dengan membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama dan bertanggung jawab atas apa yang telah ...
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